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3.1. Latar Belakang

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup merupakan prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, terutama pembangunan wilayah pada kawasan yang secara geografis didominasi oleh laut, dengan sebaran pulau-pulau kecil yang membutuhkan penanganan khusus seperti Provinsi Maluku. Keterpaduan perencanaan pembangunan membutuhkan sinergitas antar sektor, antar pemerintah daerah dan keterlibatan stakeholders secara menyeluruh mulai dari perencanaan pembangunan, implementasi perencanaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian.
Posisi geografis Maluku yang strategis, merupakan peluang untuk dapat lebih maju karena letak geostrategis dan dinamika wilayah yang potensial yaitu berhadapan dengan Kawasan Asia Pasifik dan Australia Oceania, dilalui oleh Lintasan Internasional ALKI III, dan berada pada kawasan zona Flores –Banda Ecoregion sebagai kawasan yang memiliki potensi khusus dan kaya akan berbagai flora dan fauna.  
Hasil pembangunan di Provinsi Maluku dalam lima tahun terakhir (2008-2013), yang ditunjukkan oleh beberapa indikator makro pembangunan menunjukkan trend pertumbuhan positif. Di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Maluku sebesar 5,14%, angka ini dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional 5,78%. Sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku (PDRB) terbesar dari sektor pertanian, berkontribusi sebesar 28,22%, urutan kontribusi selanjutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini, belum diikuti hasil pembangunan yang merata di 11 kabupaten/kota karena gini rasio di Provinsi Maluku sebesar 0,38 di tahun  2012, dan angka kemiskinan yang masih tinggi sebesar 19,27 persen. Pembangunan sektoral, yang tergambar dalam IPM Maluku terutama kesehatan, pendidikan dan ekonomi (daya beli) menunjukkan angka 71,42 di tahun 2013.Khusus sektor pendidikan menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, angka melek huruf mencapai 99,64%. 
Berbagai hasil pembangunan ini, menunjukkan perlu adanya pemikiran strategis untuk membangun wilayah kepulauan tepat perencanaan, tepat interpensi pembangunan, tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, tepat kegiatan pembangunan sesuai iklim dan cuaca. Mengingat luas wilayah Maluku 712.479,65 Km2 yang terdiri dariluas daratan 7,6 % dan luas lautan 92,4% dantotal panjang garis pantai 10.630 Km pada 1.340 pulau dan hanya terdapat 4 pulau besar yaitu Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Yamdena dan Pulau Wetar. Pemikiran pembangunan strategis itu didasarkanpada :
1) Penduduk wilayah kepulauan relatif sedikit dan penyebarannya tidak merata serta terkonsentrasi pada pulau-pulau kecil.
2) Ketersediaan SDA beragam dalam jumlah kecil & tersebar.
3) Memiliki  3 kabupaten perbatasan dengan 18 Pulau Kecil Terluar.
4) Aktivitas ekonomi umumnya terbatas dan berskala kecil serta belum didukung oleh jaringan distribusi & pemasaran yang memadai.
5) Paradigma pembangunan berbasis laut dan darat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan aksentuasi pada laut.
6) Pembangunan berbasis kelautan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.
7) Rentang kendali pemerintahan yang terbatas dari segi kuantitas, kualitas, dan jangkauan.
8) Percepatan pembangunan pada masing-masing Gugus Pulau yang sinergi dengan kabupaten/kota.


3.2 Maksud & Tujuan 
Maksud pembangunan Maluku Berbasis Kepulauan adalah untuk mempercepat  pembangunan daerah, memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam berbasis keberlanjutan, penguatan kapasitas sumber daya manusia berbasis regional serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuannya adalah terpenuhinya pelayanan publik secara berkualitas yang konsisten dan kontinyu untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan di 12 gugus pulau.

3.3. Pendekatan Pembangunan Provinsi Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan 
Mempertimbangkan kekhasan kondisi wilayah Maluku sebagai wilayah kepulauan, dengan luas dan potensi sumber daya alam masing-masing pulau yang berbeda-beda, keterbatasan infrastruktur pemerintahan, perhubungan, telekomunikasi, dan dinamika ekonomi yang terbatas maka perencanaan pembangunan Maluku harus didasarkan pada kajian strategis perencanaan yang disesuaikan dengan karakter kepulauan, mempertimbangkan luas daratan dan lautan yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam secara lebih baik dan berkelanjutan.Untuk itu perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan Konsep Gugus Pulau, Konsep Laut Pulau dan Konsep Pembangunan Pintu Jamak.

a. Pembangunan Maluku berbasis Gugus Pulau 
Menyadari keberadaan masyarakat Malukusecara turun temurun berada pada wilayah kepulauan dengan keterbatasan luas wilayah daratan (pulau-pulau kecil), dan mendasarkan pola hidup pertanian-perikanan subsistem yang berkembang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, maka perencanaan pembangunan harus didasarkan pada perencanaan wilayah gugusan kepulauan yang secara kultural dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat yaitu  : 
1. Masing-masing Gugus Pulau diharapkan dapat menjadi wilayah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan utama wilayahnya.
2. Mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya.
4. Keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses pemanfaatan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Memudahkan hubungan antar pulau dengan sistem klaster sehingga masyarakat mendapat semua fasilitas sosial & ekonomi.
6. Mengurangi/menghindari potensi konflik kepentingan antar wilayah.
Perencanaan pembangunan gugus pulau dimaksud dapat dilakukan melalui Tahapan Pembangunan Pendekatan Gugus Pulau sebagai berikut :
1. Arah pengembangan masing-masing Gugus Pulau perlu ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada.
2. Masing-masing sektor (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) merencanakan/merumuskan strategi, kebijakan dan program sesuai kewenangan dalam upaya mencapai pengembangan Gugus Pulau.
3. Rumusan perencanaan pembangunan masing-masing Gugus Pulau yang telah dilakukan dipadukan secara terintegrasi dan ditentukan sektor utama sebagai penggerak pembangunan ekonomi kawasan (Gugus Pulau)

Pewilayahan gugus pulau pada 11 Kabupaten/Kota, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Maluku sebagai beriktut :
(1). Gugus Pulau I, Pulau Buru dengan pusat pelayanan di Kota Namlea, Kota Namrole dan Kepala Madan;
(2). Gugus Pulau II, Seram Barat dengan pusat pelayanan di Kota Piru dan Kairatu;
(3). Gugus Pulau III, Seram Utara dengan pusat pelayanan di Kota Wahai;
(4). Gugus Pulau IV, Seram Timur dengan pusat pelayanan di Kota Bula dan Werinama;
(5). Gugus Pulau V, Seram Selatan dengan pusat pelayanan di Kota Masohi;
(6). Gugus Pulau VI, Kepulauan Banda dan Teon Nila Serua dengan pusat pelayanan di Kota Bandaneira;
(7). Gugus Pulau VII, Ambon dan PP Lease dengan pusat pelayanan di Kota Ambon;
(8). Gugus Pulau VIII, Kepulauan Kei dengan pusat pelayanan di Kota Tual dan Kota Langgur;
(9). Gugus Pulau IX, Kepulauan Aru dengan pusat pelayanan di Kota Dobo;
(10). Gugus pulau X, Pulau Tanimbar dengan pusat pelayanan di Kota Saumlaki;
(11). Gugus Pulau XI, Kepulauan Babar dan Kepulauan Lemola dengan pusat pelayanan di Kota Tepa dan Tiakur;
(12). Gugus Pulau XII, Kepulauan PP Terselatan dan Wetar dengan pusat pelayanan di Kota Wonreli.
Karakter masing-masing Gugus Pulau secara geologi, antropologi, sosiologi, dan ekonomi menunjukkan dinamika pewilayahan yang secara spesifik berimplikasi pada perencanaan pembangunan yang tidak bisa digeneralisasi dan membutuhkan perhatian perencanaan sesuai karakter wilayah masing-masing gugus pulau, hal ini harus didorong dalam dokumen perencanaan pembangunan setiap tahun, sebagai turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang serta dalam perencanaan spasial (RPJMD, RPJPD, dan RTRW).

b. Pembangunan Maluku berbasis Laut Pulau 
Laut sebagai penghubung antar pulau merupakan wilayah perencanaan yang perlu mendapat perhatian dalam setiap perencanaan pembangunan. Wilayah laut di Maluku didominasi oleh 3 wilayah laut yaitu Laut Banda, Laut Arafura dan Laut Seram, terdapat pula berbagai selat antar pulau dan teluk pada masing-masing pulau yang memiliki karakter dan kekhasan tersendiri yang membutuhkan perencanaan secara spesifik untuk dapat dioptimalkan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itudengan mempertimbangkan pembagian wilayah berdasarkan gugus pulau yang menyatu dengan wilayah laut, maka laut di Maluku dalam perencanaan pembangunan, di konsepkan dalam wilayah laut pulau sebagai wilayah perencanaan yang mendukung perencanaan gugus pulau. Pengembangan Konsep Laut Pulau didasari anggapan bahwa :
1. Laut merupakan prasarana penghubung antar pulau di Maluku.
2. Laut merupakan wilayah potensial untuk dapat dibudidayakan sebagai kawasan produksi.
3. Kepulauan Maluku sebagai satu kesatuan ekonomi dengan wilayah lain di luar Maluku.
4. Pengembangan wilayah Provinsi Maluku tidak hanya berasal dalam wilayah administrasi Maluku, tetapi juga diharapkan adanya pengaruh dari perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Maluku.
5. PendekatanLaut Pulau menganut sistem Pintu Jamak yang menghubungkan pusat-pusat pengembangan wilayah di Provinsi Maluku ke pusat-pusat pertumbuhan di luar Maluku.

Secara nasional Tiga laut pulau yang dominan di Maluku : Wilayah Laut Banda, Wilayah Laut Seram dan Wilayah Laut Arafura, ketiga wilayah laut pulau ini, merupakan wilayah laut yang ditetapkan oleh Kementerian Perikanan Republik Indonesia sebagai wilayah penangkapan ikan di Indonesia diantara 9 wilayah perikanan yang potensial dan menjadi pusat eksploitasi perikanan di Indonesia.

c. Pembangunan Maluku Berbasis Pintu Jamak
Optimalisasi pembangunan yang didasarkan pada spesifikasi kewilayahan untuk mendukung pembangunan ekonomi kepulauan, didasarkan pada pengembangan potensi sumberdaya alam masing-masing pulau. Pada pulau yangtidak memiliki sumber daya alam dominan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, diperlukan perencanaan menyeluruh pada gugus pulau untuk  mengeksploitasi sumber daya alam dengan menentukan pusat aktivitas ekonomi sebagai pintu jamak untuk pertumbuhan ekonomi kawasan. Penetapan pintu jamak pada kawasan dimaksud sebagai pusat kolektor yang dapat dijadikan pintu keluar dan pintu masuk dalam rangka mendorong distribusi sumber daya alam ke pasar dan menerima produk-produk yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak diproduksi dalam kawasan gugus pulau. Penentuan pintu jamak pada setiap gugus pulau diharapkan dapat berkembang menjadi pusat aktivitas industri dan jasa yang harus dilengkapi dengan dukungan pembangunan infrastruktur yang terkoneksikan pada pasar domestik, regional dan internasional. Pintu jamak ini didasarkan pada pengelompokkan dalam sistem Perencanaan Tata Ruang Wilayah Maluku sebagai berikut : 
1. Pengembangan Pintu Jamak berawal dari pendekatan pergerakan yang ingin mengembangkan kawasan laut pulau.
2. Menanggulangi ketimpangan antar wilayah dengan memanfaatkan laut dan udara sebagai media perhubungan.
3. Pusat-pusat pertumbuhan dikembangkan untuk menjadi pintu masuk, sehingga pintu masuk dengan wilayah luar tidak hanya bertumpu pada satu pintu utama saja.
4. Pengembangan pintu masuk laut dan udara akan mempercepat pembangunan di setiap pusat pengembangan dan nantinya akan mempengaruhi daerah sekitar pusat pengembangan.

Tabel 3.1. Pintu Keluar Pada Masing-Masing Wilayah Gugus Pulau Sebagai Berikut :
	No.
	Gugus Pulau
	Moda

	
	
	Udara
	Laut
	Penyeberangan

	1.
	Pulau Buru
	Namniwel
	Namlea
	Teluk Bara

	2.
	Seram Barat
	-
	Waepirit
	-

	3.
	Seram Utara
	-
	Wahai
	Wahai

	4.
	Seram Timur
	Kufar
	Bula
	-

	5.
	Seram Selatan
	Amahai
	Amahai
	-

	6.
	Kepulauan Banda
	Banda Naira
	Banda Naira
	-

	7.
	Ambon & P.P.Lease
	Ambon
	Ambon, Hunimua, Tulehu
	-

	8.
	Kep. Kei
	Ibra
	Tual
	-

	9.
	Kep. Aru
	Dobo
	Dobo
	Dobo

	10.
	Kep. Tanimbar
	Saumlaki
	Saumlaki
	-

	11.
	Kep. Babar
	Moa
	-
	-

	12.
	Kep. P.P.Terselatan
	Kisar
	Kisar
	Ilwaki


Sumber : RTRW Maluku 2013-2033

Arah perencanaan pembangunan dalam memanfaatkan potensi wilayah disesuaikan dengan kelimpahan potensi sumberdaya alam pada masing-masing gugus pulau. Hasil identifikasi potensi sebagaimana arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Maluku Tahun 2013-2033 pada masing-masing wilayah sesuai pembagian gugus pulau adalah sebagai berikut :


Tabel 3.2. Arah Pengembangan Pada Masing-Masing Gugus Pulau
	No.
	Gugus Pulau
	Sektor
Unggulan
	Arah Pengembangan 2014-2019
	Lokasi
	Infrastruktur Pendukung

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Buru
	1. Perkebunan
2. Pertanian
3. Peternakan
4. Pariwisata 
5. Kehutanan
	1. Pertanian 
a. Tanaman Pangan (padi Sawah)
b. Perkebunan (Cengkeh)
c. Peternakan (sapi potong, itik)
d. Industri Pengolahan Pertanian

	Dataran Waeapo (Buru) Fogi & Waimulang (Bursel)
Waisama, Ambalau & Namrole (Bursel) Dataran  Waeapo (Buru) Kapalamadan (Bursel) Dataran Wae apo
	

	
	
	
	2. Perikanan
a. Perikanan Tangkap (Tuna & Ikan Pelagis Kecil)
b. Perikanan Budidaya (Kerapu, Rumput Laut, Kepiting Bakau, Budidaya Ikan Air Tawar)
c. Industri Pengolahan Perikanan 
	Kayeli (Buru),  
Wayapo , Kepala Madan 

	

	
	
	
	3. Kehutanan
	Namrole (Bursel)
Waprea , Namrole  (Bursel) 
	

	2.
	Seram Barat

	1. Pertanian
2. Perkebunan
3. Perikanan
4. Pariwisata
5. Pertambangan 
6. Industri 

	1. Pertanian 
a. Tanaman Pangan (padi Sawah)
b. Perkebunan (Pala & Cengkeh) 
c. Peternakan (Sapi Potong)
d. Industri Pengolahan (minyak atsiri)
e. Hortikultura 

	Waimital, Waihatu
Taniwel & Kairatu 
Kairatu & Waihatu 
Piru, Taniwel, Waisala
Manusa, Hunitetu, Riring, Buria 
	

	
	
	
	2. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap (Tuna, Pelagis Kecil)
b. Perikanan Budidaya (Rumput Laut, Kerapu, Budidaya Air Tawar)
c. Industri Pengolahan Perikanan 
	
Pelita Jaya, P. Kasuari 


P. Osi & Pelita Jaya
	

	
	
	
	3. Kehutanan (industri pengolahan)
	Kawa 
	

	
	
	
	4. Pariwisata 

	P.Osi, P. Kasa, P.Marsegu, P. Kasuari  & Lucipara 
	

	
	
	
	5. Pertambangan
	Waisala, Kec. Seram Barat & Kairatu 
	

	3.
	Seram Utara

	1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Perkebunan
4. Perikanan
	1. Pertanian 
a. Tanaman Pangan (padi Sawah)
b. Peternakan (Sapi Potong, Itik)
c. Industri Pengolahan Pertanian

	
SU Kobi, SU Seti
SU Kobi, SU Seti
SU Kobi, SU Seti
	

	
	
	
	2. Perikanan 
a. Perikanan Budidaya (Udang, Bandeng, Kerapu)
b. Industri Pengolahan Perikanan 

	
Kec. Seram Utara

Kec. Seram Utara
	

	4.
	Seram Timur

	1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Perkebunan
4. Perikanan
5. Pariwisata
6. Pertambangan

	1. Pertanian 
a. Tanaman Pangan (Sagu)
b. Perkebunan (Pala & Cengkeh)
c. Peternakan 
d. Industri Pengolahan Pertanian 

	
Bula 
Gorom, Kesui, Bula
Bula Barat, Tutuk tolu, 
Werinama
	

	
	
	
	2. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap 
b. Perikanan Budidaya 
c. Industri Pengolahan Perikanan 

	
Bula 
Gorom 
Bula 

	

	5.
	Seram Selatan

	1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Perkebunan
4. Perikanan
5. Pariwisata

	1. Pertanian 
a. Perkebunan (Pala & cengkeh)
b. Peternakan 

	
Tamilouw, Tehoru 
Amahai, Makariki 

	

	
	
	
	2. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap 
b. Perikanan Budidaya 
c. Industri Pengolahan Perikanan 

	
Amahai 
Amahai 
Amahai 


	

	6.
	Kepulauan Banda dan TNS 

	1. Perikanan
2. Pariwisata
3. Perkebunan

	1. Pariwisata 

	Banda

	

	
	
	
	2. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap 
b. Industri Pengolahan Perikanan 

	
Banda
Banda

	

	
	
	
	3. Pertanian 
    Perkebunan (Pala) 

	Banda Besar 

	

	7.
	Ambon dan PP Lease

	1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Perkebunan
4. Perikanan
5. Pariwisata
6. Pendidikan
7. Pemerintahan

	1. Pertanian 
a. Hortikultura 
b. Peternakan 

	
Leihitu, K. Ambon, Salahutu
Leihitu, K. Ambon, Salahutu
	

	
	
	
	2. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap 
b. Perikanan Budidya 
c. Industri Pengolahan Perikanan 

	
Pulau Ambon
Baguala, Kota Ambon
Saparua, Leihitu 

	

	
	
	
	3. Perdagangan 
	Kota Ambon
	

	
	
	
	4. Perindustrian 
5. Pariwisata 
	Saparua, Ambon, Latuhalat 
P. Ambon, Saparua, Haruku 
	

	
	
	
	6. Komunikasi 
	
	

	8.
	Kepulauan Kei
	1. Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Perkebunan 
5. Industri 
6. Pariwisata 
7. Pendidikan 

	1. Pertanian 
a. Tanaman Pangan (Ubi Kayu)


b. Perkebunan (Kelapa, Pala & Cengkeh)

	
Kec.Kei Kecil& Kec. Kei Kecil Timur (Malra)
Dullah Utara & kec. Tayando Tam

P. Kei Besar & P. Kei Kecil
Dullah Utara & kec. Tayando Tam

	

	
	
	
	2. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap 




b. Perikanan Budidaya 



c. Industri Pengolahan Perikanan 

	
P. Kei Besar ( Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat & Kec. Kei Besar) & Kec. Kei Kecil
Dullah Utara & kec. Tayando Tam

Kec. Kei Kecil, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Besar 
Dullah Utara & kec. Tayando Tam

Kec. Kei Besar & Kec. Kei Kecil
Dullah Selatan
Kec. Kei Kecil & Kei Kecil Barat, Kec. Kei Besar 

	

	
	
	
	3. Pariwisata 

	Dullah Utara, Dullah Selatan & kec. Tayando Tam
	

	9.
	Kepulauan Aru

	1. Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Perkebunan 
5. Industri 

	1. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap 
b. Perikanan Budidaya 
c. Industri Pengolahan Perikanan 

	
Dobo,  Benjina,
Dobo, Aru Utara
Dobo 

	

	
	
	
	2. Pariwisata 

	P. Trangan, P. Enu 
	

	10.
	Pulau Tanimbar

	1. Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Perkebunan 
5. Industri 
6. Pendidikan 

	1. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap 


b. Perikanan Budidaya 
c. Industri Pengolahan Perikanan 

	
Tansel, Selaru, Wermaktian, Wuarlabobar, molumaru, Tanut 

Tansel, Wermaktian, Selaru, Wuarlabobar, Tanut 
Tansel & Wertamrian 

	

	
	
	
	2. Pariwisata 

	P. Yamdena, P. Batarkusa, P. Nustabun & P. Anguarmase 

	

	
	
	
	3. Migas

	Blok Marsela & Palung Aru

	

	
	
	
	4. Pertanian 
a. Tanaman Pangan 


b. Peternakan (Sapi, Kerbau, Ayam & Babi)

c. Perkebunan (Kelapa)

	
Tansel, Tanut, Kormomolin, Nirunmas, Wertamrian, Selaru 

Tansel, Tanut, Wertamrian, Yaru 


P. Yamdena 

	

	11.
	Kepulauan Babar

	1. Pertambangan 
2. Perikanan
3. Peternakan 
4. Pariwisata
5. Pertahanan

	1. Pertanian
a. Tanaman Pangan (Jagung)
b. Hortikultura 
c. Peternakan 

	
Tersebar 
Kisar 
Kisar, Leti, Moa Lakor 

	

	
	
	
	2. Perikanan
a. Perikanan Budidaya 
b. Industri Pengolahan Perikanan 

	
Leti 
Leti 

	

	12
	Kepulauan   PP Terselatan& Wetar 

	1. Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertahanan

	1. Pertanian
a. Tanaman Pangan 

	
Tersebar 

	

	
	
	
	2. Perikanan 
a. Perikanan Tangkap 
b. Perikanan Budidaya 
c. Industri Pengolahan Perikanan 
	
Klishatu (Wetar)
Wetar 
Wetar 

	

	
	
	
	3. Pertambangan 

	Wetar, Romang 

	




3.4. Pembangunan Infrastruktur Berbasis Gugus Pulau
Kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Maluku pada Tahun 2014sebesar 0,38bila dibandingakan dengan kesenjangan wilayah secara Nasional yang berada pada 0,41, maka kesejangan antar wilayah di Provinsi Maluku masih lebih baik, tetapi kesenjangan antar Kabupaten/Kotatetap masih tinggi bila dibandingkan dengan Kota Ambon. Untuk mengurangi kesenjangan dimaksud, diperlukan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur pada semua sektor pembangunan seperti infrastruktur perhubungan, komunikasi dan telekomunikasi, ke-PU-an kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sektor-sektor lain yang menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten/Kota, berbagai rencana pembangunan infrastruktur yang sudah di rencanakan dalam dokumen perencanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2013-2033) dan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

3.4.1 Rencana  Pembangunan Trans Maluku
Karakteristik Wilayah Provinsi Maluku yang berciri kepulauan Membutuhkan Pengembangan Infrastruktur Perhubungan Multimoda dengan fokus pada jaringan jalan yang merupakan Sistem Transportasi Terintegrasi (Gabungan) Antara Transportasi Darat Dan Transportasi Penyeberangan Laut. “Konektivitas Moda Transportasi Yang Terintegrasi” identik dengan Transportasi Jaringan Jalan dalam pulau dan terintergasi dengan penyeberangan antar pulau membentuk sistem Jaringan Jalan yang menghubungkan Ibukota Provinsi (PKN) dengan Ibukota Kabupaten/Kota (PKW) serta Kota – Kota Kecil yang ada di sekitarnya, serta membuka akses yang menghubungkan wilayah Pusat Pertumbuhan dengan Pusat – Pusat Pemasaran.
Jaringan Jalan Trans Maluku akan melewati 67 ruas jalan pada 11 Gugus Pulau dengan kondisi existing jalan terdiri dari :
· 44 ruas Jalan Nasional sepanjang 609,76 Km
· 19 ruas Jalan Provinsi sepanjang 494,25 Km 
· 4 ruas Jalan Kabupaten sepanjang 13,72 Km 
· 15 ruas jalan Trans Aru dengan panjang 355,35 Km 

Sehingga total panjang  Jalan Trans Maluku adalah 1.473,08 Km dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini :



Tabel 3.3. Rincian Panjang Jalan Trans Maluku 
	No
	Pulau
	Gugus Pulau
	Panjang (Km)
	Keterangan

	1
	Buru
	I
	124,69
	

	2
	Seram
	II,III,IV,V
	515,78
	

	3
	Ambon
	VII
	43,58
	

	4
	Kep.Kei
	VIII
	141,47
	

	5
	Kep. Aru
	XI
	355,35
	TRANS ARU

	6
	Yamdena
	X
	152,11
	

	7
	Babar
	XI
	45,00
	

	8
	Moa 
	XII
	45,1
	

	9
	Wetar
	XII
	50,00
	

	JUMLAH
	1.473,08
	



3.4.2 Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan
Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruangdan PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyebutkan di Maluku terdapat 3 PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) di 3 Kabupaten yaitu : PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, PKSN Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sampai tahun 2013 tingkat kemiskinan pada 3 Kabupaten ini sangat tinggi bila dibandingkan dengantingkat kemiskinan pada Kabupaten Kota lainnya di Maluku. Kabupaten Kepulauan Aru tingkat kemiskinannya sebesar 31,2%, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tingkat kemiskinannya sebesar 30,3%, dan Kabuapten Maluku Barat Daya tingkat kemiskinannya sebesar 34,3%. Bila dibandingan Kabupaten lain di Provinsi Maluku, maka 3 Kabupaten ini merupakan kawasan yang tergolong dalam kategori tertinggal, termiskin dan terisolasi, dengan demikian dibutuhkan kebijakan khusus untuk pengembangan wilayah tiga kawasan perbatasan ini, untuk maju setara daerah lainnya.
Sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2005 di tiga PKSN ini terdapat 18 pulau terluar sebagai penentu titik pangkal wilayah kedaulatan NKRI, dari 18 pulau terluar ini terdapat 9 pulau berpenghuni yaitu : pulau marsela, pulau leti, pulau kisar, pulau wetar, pulau liran (Kabupaten Maluku Barat Daya); pulau larat dan pulau selaru (Kabupaten Maluku Tenggara Barat); pulau batu goyang dan pulau panambulai (Kabupaten Kepulauan Aru). Penduduk pada kawasan pulau-pulau terluar ini, kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan listrik belum terpenuhi dengan baik, untuk itu dalam 5 lima tahun kedepan perlu perhatian khusus terhadap pembangunan pada kawasan ini sebagai pusat kegiatan strategis Nasional lebih khusus untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.3 Kapet Seram dan Koridor 6 MP3EI

3.4.3.1 Kapet Seram

Atas dasar pendekatan Gugus Pulau, maka pendekatan pengembangan wilayah KAPET Seram menggunakan konsep Klaster (Cluster), yaitu:
1. Klaster Seram Barat (bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat) yang termasuk dalam wilayah Gugus Pulau II;
2. Klaster Seram Utara (bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tengah) yang termasuk dalam wilayah Gugus Pulau III;
3. Klaster Seram Timur (bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur) yang termasuk dalam wilayah Gugus Pulau IV.
4. Klaster Seram Selatan (bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tengah) yang termasuk dalam wilayah Gugus Pulau V;
5. Klaster Taman Nasional Manusela (bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tengah) yang termasuk dalam wilayah Gugus Pulau III dan V;

Strategi pengembangan ekonomi KAPET Seram secara umum dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi, produksi dan pemasaran berbagai komoditas unggulan yang dihasilkan oleh sektor-sektor yang potensial untuk berkembang, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, dan sektor pariwisata, serta sektor-sektor pendukungnya melalui langkah-langkah :
· Revitalisasi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dengan mengembangkan komoditas unggulan pada masing-masing klaster melalui koordinasi BP KAPET Seram dan kemitraan dengan instansi-instansi teknis di tingkat Provinsi dan 3 (tiga) Kabupaten di pulau Seram, perbankan, pelaku bisnis, perguruan tinggi, dan masyarakat.
· Pengembangan agroindustri yang mengolah komoditas unggulan untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah dan bermutu tinggi agar mampu bersaing di pasar regional, nasional dan internasional.
· Peningkatan sarana dan jaringan perdagangan/jasa yang mampu melakukan secara efisien kegiatan koleksi komoditas unggulan, dan distribusi barang kebutuhan masyarakat, penyediaan jasa yang dibutuhkan oleh pelaku usahadan masyarakat, termasuk kegiatan pengiriman komoditas dan produk untuk tujuan antar pulau dan ekspor.
· Pengembangan obyek-obyek wisata unggulan (wisata bahari, wisata alam, serta wisata budaya dan sejarah), jasa wisata, sarana akomodasi serta promosi wisata untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan aktual wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.

2. Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya alam sesuai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
· Pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang sesuai dengan kondisi pedoagroklimat pada masing-masing klaster wilayah.
· Pembatasan kegiatan pertanian pada lahan yang berfungsi lindung untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa erosi dan tanah longsor.
· Pengembangan armada penangkapan ikan, khususnya yang berskala menengah dan besar untuk meningkatkan produksi ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, dan ikan demersal yang bernilai ekonomis tinggi, di perairan teritorial dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).
· Pengembangan budidaya laut di tambak dan wilayah pesisir untuk menghasilkan komoditas ikan, udang, dan rumput laut yang bernilai ekonomis tinggi.
· Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap untuk meminimalkan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
· Pembatasan kegiatan perikanan pada wilayah pesisir yang berfungsi konservasi agar dapat melestarikan sumberdaya perikanan dan mencegah terjadinya abrasi.
· Pengembangan agroindustri, sarana perdagangan dan jasa, obyek wisata dan sarana akomodasi pada lokasi yang strategis dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan (kemiringan lahan, potensi air tanah, dll.).

3. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi kawasan pada umumnya dan kegiatan pengembangan sektor-sektor dan komoditas unggulan pada khususnya.
· Pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi berupa pelabuhan umum, pelabuhan penyeberangan, terminal dan jalan untuk memperlancar mobilitas manusia serta arus koleksi dan distribusi barang di semua klaster.
· Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana wilayah berupa prasarana irigasi, pembangkit dan jaringan distribusi listrik, instalasi pengolahan dan distribusi air bersih, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan sampah terpadu, sistem drainase dan instalasi pengolahan air limbah sesuai kebutuhan masing-masing klaster.

4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan wilayah.
· Pengembangan pusat pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan kewirausahaan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan KADIN selaku wakil pihak swasta agar dapat menghasilkan tenaga kerja dan wirausahawan yang memiliki ketrampilan, semangat, dan etos kerja yang tinggi.
· Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui pemberian bantuan modal, peralatan kerja, dan pelatihan tenaga kerja agar mampu memanfaatkan sumber bahan baku lokal yang banyak tersedia untuk menghasilkan produk agroindustri dan kerajinan yang berdaya saing.

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wilayah, khususnya dalam rangka mengambil keputusan tentang pemanfatan lahan-lahan berstatus tanah adat yang diminati oleh para investor untuk pengembangan berbagai jenis komoditas unggulan dan industri pengolahannya.
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Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)di koridor enam, untuk Provinsi Malukudi fokuskan pada tema pembangunan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. Di Provinsi Maluku terdapat 16 cekungan migas yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai cadangan energi Nasional dalam jangka panjang. Blok Marsela sebagai salah satu dari 16 cekungan yang ada telah dieksplorasi dan siap untuk dieksploitasi pada tahun 2017.
Di bidang perikanan Provinsi Maluku di tetapkan sebagai lumbung ikan Nasional. Untuk mendukung program ini telah direncanakan dibangun 13 pelabuhan perikanan pada 11 Kabupaten/Kota yaitu : (1). PPN Tantui Ambon, (2). PPN Dumar Tual,(3). PPI Eri Ambon, (4). PPI Taar Tual, (5). PPI Amahai, (6). PPI Kayeli, (7). PPI Ukur Larang, (8). PPI Klishatu Wetar, (9). PPI Kalar-Kalar Aru, (10). PPI PTP Banda, (11). PPI Tamher SBT, (12) PPP Piru SBB, (13). PPP Dobo.
Untuk menunjang pengembangan 13 pelabuhan perikanan ini,maka telah direncanakan  pembentukan kawasan Minapolitan pada gugus pulau VII yaitu di Kota Ambon dan sekitarnya, gugus pulau VIII yaitu Kepulauan Kei ( Kota Tual dan Sekitarnya). Penetapan kawasan Minapolitan ini mendorong majunya investasi pada 6 (enam) Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di Maluku yaitu :
1. KPI Ambon dengan nilai investasi Rp. 2,649 T
2. KPI Seram dengan nilai investasi Rp. 40,88 T
3. KPI Tual dengan nilai investasi Rp. 1,722 T
4. KPI Aru dengan nilai investasi Rp. 195 T
5. KPI Saumlaki dengan nilai investasi Rp. 140 T
6. KPI Wetar dengan nilai investasi Rp. 13,0283 T
Kawasan Perhatian Investasi (KPI) merupakan kumpulan dari satu atau beberapa kegiatan investasi yang secara geografis beraglomerasi di area yang berdekatan serta didukung oleh sistem jaringan infrastruktur yang akan memperkuat konektivitas intra dan antar wilayah di sekitarnya. Melalui pendekatan KPI ini diharapkan dukungan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan terintegrasi dengan berbagai proyek investasi swasta dan BUMN sehingga dapat disediakan secara efisien dan efektif. 

1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Mendukung Pencapaian MDGs
Keberhasilan pembangunan ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 72,41 bila dibandingkan dengan tingkat Nasional sebesar 73,29. Hal ini menunjukkan Provinsi Maluku berada dibawah Nasional, untuk itu dalam upaya mendukung peningkatan IPM maka sasaran Rencana Aksi Daerah Provinsi Maluku adalah :
a. Penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita
b. Penurunan prevalensi pendek balita
c. Penurunan kerawanan pangan masyarakat
d. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
e. Peningkatan keragaman konsumsi masyarakat
f. Peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat
g. Peningkatan perilaku hidu bersih dan sehat
h. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi
Untuk mewujudkan sasaran rencana aksi ini, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan langkah-langkah yang perlu ditempuh berupa : 
a. Perbaikan gizi masyarakat terutama pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak
b. Peningkatan aksesibiltas pangan yang beragam
c. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan
d. Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih
e. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi
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